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Fo rcia . ove

Prakata

Pedoman penentuan klasifikasi fungsi jalan di kawasan perkotaan ini disusun oleh Panitia
Teknik Standarisasi Bidang Konstruksi dan Bangunan, melalui Gugus Kerja Sistem
Transportasi pada Sub Panitia Teknik Bidang Prasarana Transportasi. Pedoman ini
diprakarsai oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata
Perdesaan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari Panduan Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan
di Wilayah Perkotaan No. 10/T/BNKT/1990 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan
Jalan Kota (Binkot), Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, tahun
1990. Dengan adanya pedoman ini, pedoman tersebut diatas dinyatakan tidak berlaku fagi.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam
penentuan klasifikasi fungsi jalan khususnya jalan yang berada di kawasan perkotaan.

Pedoman ini telah mengakomodasi masukan dari Perguruan Tinggi, Asosiasi Profesi,
Instansi Pusat/Daerah, anggota Gugus Kerja Sistem Transportasi, anggota Sub Panitia
Teknik Bidang Prasarana Trarsportasi dan anggota Panitia Teknik Bidang Konstruksi dan

Bangunan.

Tata cara penulisan pedcman ini mengacu pada pedoman dari Badan Standarisasi Nasional
No. 8 tahun 2000.



Pendahuluan

Pedoman penentuan klasifikasi fungsi jalan di kawasan perkotaan dimaksudkan agar ada
kesepakatan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kota/Kabupaten dalam penentuan kiasifikasi fungsi jalan yang ada di kawasan perkotaan,
seiring dengan perkembangan jaringan jalan di kawasan perkotaan.

Pedoman ini merupakan penyempurnaan pedoman serupa yang disusun oleh Direktorat
ngalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan penentuan Kklasifikasi jalan di
lapangan, karena penjelasan mengenai pengertian dan kriterianya terlaiu banyak,
sedangkan substansi pedoman atau petunjuk pemakaiannya hanya diuraikan sekitas,
sehingga mengaburkan maksud dari pedoman/petunjuk itu sendiri.

Pedoman ini juga telah memperhatikan kemungkinan adanya perubahan Undang-Undang RI
Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 1992 tentang
Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan maupun
Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional ( RTRWN ).

Dengan telah dikeluarkan pedoman klasifikasi fungsi jalan ini, diharapkan semua ruas jalan
yang ada dan yang akan ada dapat ditentukan klasifikasi fungsinya, sehingga terjadi efisiensi
dalam penggunaan jalan dan tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaannya, yang
berakibat pada kemacetan jalan. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 22 tahun 1999,
tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah RI No. 25 tahun 2000, tentang
Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, bahwa peran Departemen Teknis
bertugas menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM), baik berupa
Perundang-undangan, Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun Pedoman Teknis kepada
Pemerintah Daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, efektif dan
efisien.

Pedoman ini diutamakan untuk jalan-jalan di kawasan perkotaan, sedangkan jalan-jalan
yang membentuk sistem primer hanya disinggung sepintas, karena penentuan klasifikasi
fungsi jalan primer yang masuk wilayah/kawasan perkotaan (menerus) mengikuti pedoman
lain. Untuk penentuan sistem jaringan jalan primer di dalam kawasan perkotaan (akses ke
kawasan primer) didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan
Daerah, dil.
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Penentuan Klasifikasi Fungsi Jalan
di Kawasan Perkotaan

1 Ruang lingkup

Pedoman ini mencakup tata cara penentuan klasifikasi fungsi jalan di kawasan perkotaan,
yang terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sekunder, termasuk sistem jaringan jalan,
ciri-ciri dan kriteria untuk fungsi ruas jalan.

2 Acuan normatif

Undang-Undang RI Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
Undang-Undang RI Nomor : 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
Peraturan Pemerintah Rl Nomor : 26 Tahun 1985 tentang Jalan;

Peraturan Pemerintah Rl Nomor : 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN). :

3 Istilah dan definisi

3.1

sistem jaringan jalan primer

sistem jaringan jalan.yang disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang dan struktur
ruang wiltayah nasional, yang menghubungkan simpul-simpul jasa distribusi.

[ Peraturan Pemerintah Rl No. 26/1985 ]

3.2

jaringan jalan primer

jaringan jalan yang menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan
witayah, pusat kegiatan lokal, dan pusat kegiatan di bawahnya sampai ke persil datam satu
satuan witayah pengembangan.

33

jalan arteri primer

jalan yang secara efisien menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat
kegiatan nasional dengan pusat kegiatan witayah.

3.4

jalan kolekior primer

jalan yang secara efisien menghubungkan antar pusat kegiatan wilayah atau
menghubungkan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
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3.5
jalan lokal primer

jalan yang secara efisien menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan persil atau pusat
kegiatan wilayah dengan persil atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lokal, pusat
kegiatan lokal dengan pusat kegiatan di bawahnya, pusat kegiatan lokal dengan persil, atau
pusat kegiatan dibawahnya sampai persil.

3.6
pusat kegiatan nasional (PKN)

kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional dan
mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitamya, serta sebagai pusat jasa, pusat
pengolahan, simpul transportasi melayani beberapa provinsi dan nasional, dengan kriteria
penentuan kota yang mempunyai potensi untuk mendorong daerah sekitarnya, pusat jasa-
jasa pelayanan keuangan/bank yang cakupan pelayanannya berskala nasional/beberapa
propinsi, pusat pengolahan/pengumpul barang secara nasional/beberapa provinsi, simpul
transportasi sacara nasional/beberapa propinsi, jasa pemerintahan untuk nasional/beberapa
provinsi, jasa publik yang lain untuk nasional/ beberapa provinsi.

[Peraturan Pemerintah RI No. 47/1997]

3.7
pusat kegiatan wilayah (PKW)

kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa
kabupaten, dengan kriteria penentuan : pusat jasa pelayanan keuangan/bank yang meiavani
beberapa kabupaten, pusat pengolahan/pengumpul barang yang melayani kabupaten, simpul
transportasi untuk beberapa kabupaten, pusat pelayanan jasa pemerintahan untuk beberapa
kabupaten, pusat pelayanan jasa yang lain untuk beberapa kabupaten.

[Peraturan Pemerintah Rl No. 47/1997]

3.8
pusat kegiatan lokal (PKL)

kota sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang mempunyai
pelayanan satu kabupaten atau beberapa kecamatan, dengan kriteria penentuan : pusat jasa
keuangan/bank yang melayani satu kabupaten atau beberapa kecamatan, pusat
pengolahan/pengumpul barang untuk beberapa kecamatan, jasa pemerintahan untuk
beberapa kecamatan, bersifat khusus dalam arti mendorong perkembangan sektor strategis.
[Peraturan Pemerintah Rl No. 47/1997]

3.9
kota di bawah pusat kegiatan lokal (PK < PKL)

kota yang berperan melayani sebagian dari satuan wilayah pengembangannya, dengan
kemampuan pelayanan jasa yang lebih rendah dari pusat kegiatan fokal dan terikat
jangkauan serta orientasi yang mengikuti prinsip-prinsip di atas.

[Peraturan Pemerintah Rl No. 47/1997]
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3.10
sistein jaringan jalan sekunder

sistem jaringan jalan yang disusun mengikuti ketentuan pengaturan tata ruang kota yang
menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu,
fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
[Peraturan Pemerintah Rl No. 26/1985]

3.11
jalan arteri sekunder

jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau
menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau
menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

[Peraturan Pemerintah Rl No. 26/1985]

3.12
jalan kolektor sekunder

jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kecdua dengan kawasan sekunder kedua atau
menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
[Peraturan Pemerintah RI No. 26/1985]

3.13
jalan lokal sekunder

jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan
kawasan sekunder dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke
perumahan. [Peraturan Pemerintah Rl No. 26/1985]

3.14
kawasan
wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya. [Undang Undang RI No. 24/1892]

3.15 f

kawasan perkotaan

kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. [Undang Undang RI No. 24/1992]

3.16

kawasan primer

kawasan kota yang mempunyai fungsi primer; fungsi primer sebuah kota dihubungkan
dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang febih berorientasi ke daiam dan
jangkauan lokal; fungsi primer dan fungsi sekunder harus tersusun teratur dan tidak
terbaurkan; fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya
terikat dalam satu hubungan hirarki.
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317
kawasan sekunder

kawasan kota yang mempunyai fungsi sekunder; fungsi sekunder sebuah kota dihubungkan
dengan pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang lebih berorientasi ke dalam dan
jangkauan lokal; fungsi ini dapat mengandung fungsi yang terkait pada pelayanan jasa yang
bersifat pertahanan keamanan yang selanjutnya disebut fungsi sekunder yang bersifat
khusus; fungsi primer dan fungsi sekunder harus tersusun teratur dan tidak terbaurkan; fungsi
primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua dan seterusnya terikat dalam satu

hubungan hirarki.

3.18
fungsi primer

fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi
kebutuhan pelayanan kota, dan wilayah pengembangannya.

3.19
fungsi sekunder

fungsi kota dalam hubungannya dengan kedudukan kota sebagai pusat pelayanan jasa bagi
kebutuhan penduduk kota itu sendiri.

3.20
wilayah

ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait pada yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
[Undang Undang R! No. 24/1992] T

4. Ketentuan umum

4.1. Struktur hirarki perkotaan dan sistem jaringan jalan primer

Hubungan antara hirarki perkotaan dengan peranan ruas jalan penghubungnya dalam sistem
jaringan jailan primer diberikan pada Tabel 1 dan Gambar 1. Tabel 1 disajikan dalam bentuk
matrik dan Gambar 1 disajikan dalam bentuk diagram.

Tabel 1
Hubungan antara hirarki kota dengan peranan ruas jalan dalam sistem jaringan jalan primer
PERKOTAAN PKN PKW PKL PK<PKL PERSIL
PKN Arteri Arteri Lokal Lokal Lokal
PKW Arteri Kolektor Kolektor Lokal ‘Lokal
PKL Lokal Kolektor Lokal Lokal Lokal
PK<PKL Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal
PERSIL Lokal Lokal Lokal Lokal Lokal
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<«—— JALAN ARTERI
— PRIMER —
| \ (3AP)

JALAN ARTERI PRIMER 3‘“—::1::;1:111
T (3AP) \
JALAN KOLEKTOR
DI PRIMER
(3KP)
JALAN KOLEKTOR PRIMER JALAN KOLEKTOR
PRIMER
JALAN (JKP} _ i
LOKAL \
PRIMER
OLP)
e JALAN LOKAL
PKL —
PRIMER
(LP)
JALAN
LOKAL
PRIMER JALAN LOKAL PRIMER
(3LP) (LR
JALAN PK
LOKAL BAWAH
PRIMER PKL
(LP)
JALAN LOKAL PRIMER
(3LP)

Gambar 1

Sistem jaringan jalan primer
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4.2. Struktur kawasan perkotaan dan sistem jaringan jalan sekunder

Struktur kawasan perkotaan dapat dibagi datam beberapa kawasan berdasarkan fungsi dan
hirarkinya, antara lain, kawasan primer, sekunder dan perumahan. Hubungan antara
kawasan perkotaan dengan peranan ruas jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder
diberikan pada Tabel 2 dan Gambar 2. Tabe! 2 disajikan dalam bentuk matrik dan Gambar 2
disajikan dalam bentuk diagram.

Tabel 2
Hubungan antara kawasan perkotaan dengan peranan ruas jalan dalam sistem jaringan
jalan sekunder

PRIMER | SEKUNDER | SEKUNDER | SEKUNDER
KAWASAN i % i PERUMAHAN
(Fq) (F2.14) (F22) (F23)

PRIMER ) rtert ) ) -
(F1)
SEKUNDERT | pneri Arteri Arteri . Lokal
(Fa1) -
(SEKU)NDER I . Arteri Kolektor Kolektor Lokal

2.2
SEKUNDER H! - - Kolektor Kolektor Lokal
(Fa3)
PERUMAHAN ; Lokal Lokal Lokal Lokal
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JALAN ARTERI

' SEKUNDER (JAS)
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Faa JALAN
Kawasan <  KOLEKTOR
Sekunder SEKUNDER
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p Perumahan s LCKAL
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Gambar 2 Sistem jaringan jalan sekunder
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5. Ketentuan teknis (Kriteria penetapan klasifikasi fungsi jalan)

Kriteria disini dimaksudkan sebagai ciri-ciri umum, yang diharapkan pada masing-masing
fungsi jalan, dan merupakan arahan untuk fungsi jalan yang perlu dipenuhi/didekati. Sketsa
hipotetis hirarki jalan perkotaan dapat dilihat pada Gambar 3.

5.1. Jalan arteri primer

Untuk penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri primer harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a) kriteria-kriteria jalan arteri primer terdiri atas:

jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam
puluh) kilometer per jam (km/h);

- lebar badan jalan arteri primer paling rendah 11 (sebelas) meter (Gambar 4);

jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi secara efisien; jarak antar jalan
masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 500 meter,

persimpangan pada jalan arteri primer diatur dengan pengaturan tertentu yang
sesuai dengan volume lalu lintasnya; .

jatan arteri primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume falu tintas rata-
rata;

besarnya volume lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih besar dari fungsi
jalan yang lain;

harus mempunyai periengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu
pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan dan lain-lain;

jalur khusus seharusnya disediakan, yang dapat digunakan untuk sepeda dan
kendaraan lambat lainnya;

jalan arteri primer seharusnya dilengkapi dengan median jalan.

b) ciri-ciri jalan arteri primer terdiri atas :

jalan arteri primer dalam kota merupakan terusan jalan arteri primer luar kota,

jalan arteri primer melalui atau menuju kawasan primer,

lalu lintas jarak jauh pada jalan arteri primer adalah lalu fintas regional; untuk itu, lalu
lintas tersebut tidak boleh terganggu oieh lalu iintas uiang aiik, dan lalu lintas lokal,
dari kegiatan lokal (Gambar 5);

kendaraan angkutan barang berat dan kendaraan umum bus dapat diijinkan melalui
jalan ini;

lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan tidak diijinkan;

jalan arteri primer dilengkapi dengan tempat istirahat pada setiap jarak 25 km.
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Pelabuhan &
pergudangan

Kawasan
Kawasan _ perdagangan

industri reaional

Terminal
angkutan
barang

Keterangan gambar :
D Kawasan primer . Sistem jaringan jalan primer
O OO0 Kawasan sekunder Jalan arteri sekunder

‘ Perumahan Jalan kolektor sekunder

Batas perkotaan Jalan lokal sekunder

Gambar 3 Sketsa hipotetis hirarki jalan perkotaan
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Gambar 4 Tipikal penampang melintang jalan arteri primer
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Jalan arteri primer dan jalan

arteri sekunder —~ = N - - .
'
I:l={> o Tingkat akses

meningkat

Jalan kolektor
sekunder

Jalan lokal
sekunder

Lalu lintas
menerus/jarak
jauh meningkat

Gambar 5 Konsep klasifikasi fungsi jalan dalam hubungannya dengan tingkat akses

5.2. Jalan kolektor primer

Untuk penentuan kiasifikasi fungsi jalan kolektor primer harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a) kriteria-kriteria jalan kolektor primer terdiri atas :

jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40
(empat puluh) km/h;

lebar badan jalan kolektor primer paling rendah 9 (sembilan) meter (Gambear 6);
jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi secara efisien; iarak antar jalan
masuk/akses langsung tidak boleh lebih pendek dari 400 meter;

persimpangan pada jalan kolektor primer diatur dengan pengaturan tertentu yang
cesuai dengan velume lalu lintasnya;

jalan kofektor primer mempunyai kapasitas yang sama atau febih besar dari volume
lalu lintas rata-rata;

harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu
pengatur lalu lintas dan lampu penerangan jalan;

besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari jalan arteri
primer;

dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan
kendaraan lambat lainnya.

b) ciri-ciri jalan kolektor primer terdiri atas :

jalan kolektor primer dalam kota merupakan terusan jalan kolektor primer luar kota;
jalan kolektor primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan arteri primer;

- kendaraar: angkutan barang berat dan bus dapat diijinkan melalui jalan ini;

lokasi parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak diijinkan pada

jam sibuk.
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Gambar 6 Tipikal penampang melintang jalan kolektor primer
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5.3. Jalan lokal primer

Untuk penentuan klasifikasi fungsi jalan lokal primer harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a) kriteria-kriteria jalan lokal primer terdiri atas :

- jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua
puluh) km/h;

- lebar badan jalan lokal primer paling rendah 6,5 (enam setengah) meter (Gambar 7);

- besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah pada sistem
primer.

- jalan lokal primer dalam kota merupakan terusan jalan lokal primer luar kota;
- jalan lokal primer melalui atau menuju kawasan primer atau jalan primer lainnya;
- kendaraan angkutan barang dan bus dapat diijinkan melalui jalan ini.

" [

.-

e

I\—/— =\ / |

05 55m | 051
Bahu Jalur lalu lintas Bah

65m

Badan jalan

Gambar 7 Tipikal penampang melintang jalan lokal primer
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5.4. Jalan arteri sekunder

Untuk penentuan klasifikasi fungsi jalan arteri sekunder harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut - .

a) kriteria-kriteria jalan arteri sekunder terdiri atas :

- jalan arteri sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga
puluh) km/h; '

- lebar badan jalan paling rendah 11 (sebelas) meter (Gambar 8);

- akses langsung dibatasi tidak boleh lebih pendek dari 250 meter;

- persimpangan pada jalan arteri sekunder diatur dengan pengaturan tertentu yang
sesuai dengan voiume ialu lintasnya;

- jalan arteri sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas
rata-rata;

- harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup seperti rambu, marka, lampu
pengatur lalu lintas, lampu jalan dan lain-lain;

- besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling besar dari sistem
sekunder yang lain;

- dianjurkan tersedianya jalur khusus yang dapat digunakan untuk sepeda dan
kendaraan lambat lainnya;

- jarak selang dengan kelas jalan yang sejenis lebih besar dari jarak selang dengan
kelas jalan yang lebih rendah.

b) ciri-ciri jalan arteri sekunder terdiri atas :

jalan arteri sekunder menghubungkan :
i. kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu;
ii. antar kawasan sekunder kesatu;
ii. kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua;
iv. jalan arteri/kolektor primei dengan kawasan sekunder kesatu;
- lalu lintas cepat pada jalan arteri sekunder tidak boleh terganggu oleh lalu lintas
lambat;
- kendaraan angkutan tarang ringan dan bus untuk pelayanan kota dapat diijinkan
melalui jalan ini;
- lokasi berhenti dan parkir pada badan jalan sangat dibatasi dan seharusnya tidak
diijinkan pada jam sibuk.
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Gambar 8 Tipikal penampang melintang jalan arteri sekunder
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5.5. Jalan kolektor sekunder

Untuk penentuan klasifikasi fungsi jalan kolektor sekunder harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut :

a) kriteria-kriteria jalan kolektor sekunder terdiri atas :

- jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20
(dua puluh) km/h;

lebar badan jalan kolektor sekunder paling rendah 9 (sembilan) meter (Gambar 9);
harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup;

besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari sistem primer
dan arteri sekunder.

b) ciri-ciri jalan kolektor sekunder terdiri atas :

1. jalan kolektor sekunder menghubungkan :
i. antar kawasan sekunder kedua;
ii. kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga ;

- kendaraan angkutan barang berat tidak diijinkan melalui fungsi jalan ini di daerah
pemukiman ;

- lokasi parkir pada badan jalan dibatasi.
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5.6. Jalan lokal sekunder

Untuk penentuan klasifikasi fungsi jalan lokal sekunder harus memenuhi persyaratan sebag.ai
berikut :

a) kriteria-kriteria jalan lokal sekunder terdiri atas :

- jalan lokal sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10
(sepuluh) km/h;
- lebar badan jalan lokal sekunder paling rendah 6,5 (enam setengah) meter

(Gambar 10),
- besarnya lalu lintas harian rata-rata pada umumnya paling rendah dibandingkan
dengan fungsi jalan lain.

b) ciri-cirijalan lokal sekunder terdiri atas :

- jalan lokal sekunder menghubungkan :
i. antar kawasan sekunder ketiga atau di bawahnya;
ii. kawasan sekunder dengan perumahan;

- kendaraan angkutan barang berat dan bus tidak diijinkan melalui fungsi jalan ini di
daerah pemukiman.
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6. Cara penentuan klasifikasi fungsi jalan

6.4. Umum

Secara garis besar proses penentuan klasifikasi fungsi jalan digambarkan dalam Bagan Alir
seperti pada Gambar 11. Secara umum dalam perencanaan wilayah (perkotaan), terlebih
dahulu ditentukan pembagian sub-wilayah/kawasan berdasarkan potensi yang ada dan hirarki
kota/kawasannya, kemudian ditentukan prasarana jalan pendukungnya.

6.2 RTRWN/ RTRW provinsi /RTRW kabupaten/kota

Langkah awal dalam penentuan klasifikasi fungsi jalan adalah melihat secara makro wilayah
(nasional), dimana hubungan antara kota dengan kota yang lain. Hal ini sangat berguna untuk
menentukan klasifikasi fungsi jalan primer. Kemudian diasumsikan bahwa hirarki kota dalam
suatu wilayah telah ditentukan, misalnya melalui RTRWN, RTRW Provinsi atau
Kabupaten/Kota. Di dalam RTRW (Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota), telah
ditentukan atau diidentifikasikan hirarki dan fungsi dari kota-kota yang terkait. Penentuan ini
didasarkan pada berbagai aspek pertimbangan, strategi dan kebijakan pengembangan dan
pembangunan, pemanfaatan lahan (land use) saat ini, potensi yang ada dan lain-lain.
Kebijakan Pemerintah berpengaruh besar terhadap sistem hirarki kota, kebijakan otonomi
daerah, dan strategi pengembangan ekonomi akan mempengaruhi fungsi kota-kota,
perubahan kebijakan dalam arah perkembangan wilayah juga akan mengubah fungsi kota
dan prasarana jalan pendukungnya.

Awal dari penentuan klasifikasi fungsi jalan ini dimaksudkan untuk melakukan klasifikasi jalan
primer yang melalui perkotaan (menerus), dimana penentuan ini berdasarkan hirarki antar
kota, sedangkan untuk penentuan klasifikasi jalan pada sistem primer antar kota ditentukan
dengan pedoman lain.

Sistem jaringan jalan primer adalah jaringan jalan yang menghubungkan pusat kegiatan
nasional (PKN) dengan pusat kegiatan nasional antar satuan wilayah pengembangan,
jaringan jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota, jaringan jalan primer harus
menghubungkan kawasan primer, suatu ruas jalan primer dapat berakhir pada suatu
kawasan primer, kawasan yang mempunyai fungsi primer, antara fain : industri skala regionai,
terminal barang/pergudangan, pelabuhan, bandar udara, pasar induk, pusat perdagangan
skala regional/grosir.

Secara garis besai langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

a) Review RTRWN, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota;

b) Indikasikan pembagian Satuan Pengembangan Wilayah (SPW) dan strateginya;

c) Indikasikan klasifikasi/hirarkhi kota dalam satuan wilayah terkait;

d) Indikasikan apakah prasarana jalan yang menghubungkan kota tersebut dengan kota
lainnya masuk katagori/klasifikasi sistem primer yang mana;

e) Indikasikan lintasan sistem primer yang masuk dalam perkotaan.

6.3 Hirarki sistem pusat kegiatan dalam sistem primer
Dengan telah ditentukannya RTRWN/RTRW Provinsi/RTRW Kabupaten/kota, maka dapat
diindikasikan hirarki kota-kota dalam suatu wilayah (misalnya : PKN, PKW, PKL atau PK <

PKL). Perubahan fungsi kota dan hirarkinya, akan merubah prasarana jalan yang
melayaninya.
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Secara garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

a) Indikasikan pusat-pusat kegiatan masyarakat dalam sistem primer;

b) Review kondisi saat ini dan kemungkinan perkembangan pada masa datang;

c) Perkirakan rencana perubahan pusat-pusat kegiatan masyarakat di masa datang
berdasarkan potensi yang ada dalam sistem primer.

6.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Setelah melihat wilayah di luar kawasan perkotaan, khususnya berkaitan dengan sistem
primer, maka selanjutnya melihat wilayah perkotaan sendiri (kaitannya dalam sistem
sekunder). Pemahaman ini dapat dilihat melalui RTRW Kota dan dikaitkan dengan sistem
jaringan jalan perkotaan (sekunder).

Secara garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

a) Review RTRW Kota setempat yang telah ditetapkan;

b) Pelajari strategi dan kebijakan pengembangan kota;

c) Indikasikan pembagian Satuan Pengembangan Wilayah (SWP),

d) Indikasikan pusat-pusat kegiatan masyarakat dan hirarki masing-masing kawasan
datam kota tersebut.

6.5 Struktur hirarki dan fungsi kawasan primer dan sekunder di kawasan perkotaan

Dengan memperhatikan RTRW Kota, maka dapat diindikasikan hirarki dan fungsi kawasan-
kawasan perkotaan. Hal ini akan menentukan hirarki klasifikasi fungsi jalan perkotaan. Dalam
hal ini telah diasumsikan bahwa hirarki kawasan perkotaan dalam suatu wilayah kota telah
ditentukan. Dalam RTRW Kota, telah ditentukan atau diidentifikasikan hirarki dan fungsi
kawasan-kawasan kota. Penentuan ini didasarkan pada berbagai aspek pertimibangan,
strategi dan kebijakan pengembangan dan pembangunan, pemanfaatan lahan (land use)
saat ini, potensi yang ada dan lain-lain. Kebijakan Pemerintah berpengaruh besar terhadap
sistem hirarki kota, kebijakan kawasan prioritas dan strategi pengembangan ekonomi akan
mempengaruhi fungsi kawasan perkotaan, perubahan kebijakan dalam arah perkembangan
wilayah juga akan mengubah fungsi kawasan perkotaan dan prasarana jalan pendukungnya.

Secara garis besar tangkah-langkah yang harus dilakukan adatah :

a) Indikasikan pusat-pusat kegiatan masyarakat dalam sistem sekunder;

b) Review kondisi saat ini dan kemungkinan perkembangan pada masa datang;

c) Perkirakan rencana perubahan pusat-pusat kegiatan masyarakat di masa datang
berdasarkan potensi kawasan yang ada dalam sistem sekunder.

6.6 Karakteristik eksisting (lapangan)
Dengan mengetahui hirarki kawasan perkotaan dan jaringan jalan yang ada, maka periu
diidentifikasikan di lapangan, jaringan jalan yang tepat atau mendekati dengan kriteria dan

ketentuan teknis yang telah ditetapkan, untuk penilaian terhadap kesesuaian dalam
menentukan klasifikasi fungsi jalan di kawasan perkotaan dan rekomendasi yang diperlukan.
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Secara garis besar langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

a) Lakukan pengecekan di lapangan berdasarkan indikasi dalam RTRW yang ada;

b) Bila dalam indikasi hubungan antar hirarki kota atau kawasan terdapat lebih dari satu
alternatif jalan, maka indikasikan rute-rute alternatif tersebut dan lakukan pengecekan di
lapangan;

¢) Cek kondisi geometri masing-masing rute alternatif;

d) Amati kondisi atau karakteristik lalu-lintas yang lewat pada jalan tersebut;

e) Survai kondisi fisik jalannya.

6.7 Penilaian kesesuaian

Dari hasil pengamatan di lapangan dan hirarki fungsi kawasan dalam perkotaan, maka periu
dilakukan penilaian kesesuaian penentuan klasifikasi fungsi jalan. Beberapa aspek, yang
periu dikaji dan dipahami adalah sebagai berikut :

a) Karakteristik jaringan jalan, dengan mempelajari jaringan jalan yang ada dan
kesesuaian kriteria dan fungsi jalannya, maka dapat katagorikan klasifikasi fungsi jalan
yang sesuai,

b) Karakteristik lalu-lintas yang melewati dan yang diperkirakan akan lewat jalan tersebut
dapat membantu dalam menentukan klasifikasi jalannya; .

c) Karakteristik fisik dan geometri jalan, berdasarkan kondisi fisik dan geometrinya, maka
dapat ditentukan fungsi jalan tersebut.

Secara sederhana dapat ditentukan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Pahami hasil pengamatan di lapangan.

b) Pilih atau tentukan jalan alternatii yang paling mendekati kriteria yang telah ditetapkan,
berdasarkan hasil pengecekan di lapangan.

c) Bila kondisi jalan belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka diusahakan
untuk disempurnakan perbaikan kondisi jalan tersebut.

6.8 Penentuan dan rekomendasi penetapan klasifikasi fungsi jalan

Dengan telah ditentukan fungsi dan hirarki kawasan perkotaan, maka berdasarkan pengertian
kiasifikasi fungsi jalan, kriteria dan ciri-ciri jalan, serta hasil pengamatan di lapangan, maka
dapat ditentukan klasifikasi fungsi jalan yang ada serta rekomendasi yang diperlukan.
Pengertian kiasifikasi fungsi jalan dapat dipahami melalui hubungan antar kawasan dalam
perkotaan dengan fungsi jalan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, maka dapat
ditentukan salah satu ruas jalan dari beberapa alternatif ruas jalan yang ada untuk ditentukan
klasifikasi fungsi jalannya, dimana dipilih ruas jalan yang mendekati kriteria yang telah
ditetapkan. Rekomendasi dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada intansi yang
berwenang dalam penetapan kiasifikasi fungsi jalan sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku.
Langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Pelajari pengertian tentang klasifikasi jalan yang ada, berdasarkan peraturan yang

berlaku;
b) Dipahami betul-betul kriteria dalam klasifikasi fungsi jalan, baik primer maupun

sekunder.
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c) Tentukan dulu sistem primernya yang melintas dalam kota tersebut, berdasarkan

pengertian & kriteria klasifikasi jalan primer, hirarki kota dalam sistem primer, serta hasil
pengamatan di lapangan.

d) Tentukan sistem sekunder berdasarkan pengertian & kriteria kiasifikasi fungsi jalan,

hirarki kawasan kota dalam sistem sekunder serta hasil pengamatan di lapangan, pilih
mana yang paling mendekati kriteria yang ada.

e) Lakukan program perbaikan/penyempurnaan jalan tersebut agar sesuai dengan kriteria

yang telah ditetapkan.

6.9 Pertimbangan lain dalam menentukan klasifikasi fungsi jalan

Hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan klasifikasi fungsi jalan, antara lain
adalah :

a)
b)

ketersediaan peta jaringan jalan yang lengkap dan akurat;

ketersediaan peta tata guna lahan, baik untuk keadaan sekarang maupun rencana
pengembangannya di masa mendatang, yang disertai dengan informasi lebih lengkap
mengenai potensi akfifitas-aktifitas perdagangan, pergudangan, perkantoran, industsi,
pendidikan serta jasa-jasa lain, baik yang bersifat regional maupun lokal (untuk
mengurangi  konflik antara sistem transportasi dan tata guna lahan,
keseimbangan/kesesuaian antara fungsi jaringan jalan dengan tata guna lahan periu
dipenuhi);

volume kendaraan sesuai dengan jenisnya; meskipun volume lalu lintas tergantung
kepada beberapa faktor, tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa makin tinggi volume
lalu lintas pada suatu ruas jalan makin tinggi pula klasifikasi fungsi jalan tersebut; sebagai
conioh bahwa volume lalu lintas bukan satu-satunya kriteria yang digunakan, adalah
sebagai berikut: suatu ruas jalan yang melayani volume lalu lintas yang rendah dan
berdasarkan volume ini bisa digolongkan pada jalan lokal, seharusnya adalah jalan arteri
sekunder jika jalan tersebut melayani kendaraan-kendaraan berat dan hanya satu-
satunya ruas jalan yang menghubungkan jalan arteri; sebaliknya, jalan-jalan yang
memberikan akses ke daeran parkir suatu pusat pertokoan dan melayani lalu lintas yang
tinggi tidak bisa digolongkan sebagai jalan arteri sekunder;

lebar jalan, rambu-rambu lalu lintas serta fasilitas parkir kendaraan;

rute kendaraan umum bus dan angkutan kota serta truk;

proporsi lalu lintas menerus pada jalan-jalan utama;

rencana induk kota;

data pendukung lain yang tersedia.

6.9 Evaluasi dan umpan balik-

Evaluasi dan umpan balik diperiukan untuk mengoptimalkan prasarana jaringan jalan yang
ada. Apabila terjadi ketidaksesuaian fungsi di lapangan atau terjadi perubahan hirarki
kawasan perkotaan atau perubahan penggunaan lahan, maka diperlukan evaluasi baru
dari awal.

Secara garis besar langkah-langkah yang dilakukan adalah :
a) Lakukan pengamatan di lapangan;
b) Indikasikan apakah ada perubahan hirarki kota atau hirarki kawasan dalam kota;

c) Bila semua memang ada perubahan fungsi dan peran jalan yang ada, maka perlu
dilakukan evaluasi lagi tentang klasifikasi jalan yang ada.
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